BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati selaku Kepala Daerah
melalui Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak
dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APMD) Kabupaten Kepulauan Talaud
telah secara optimal melakukan upaya mencegah penyalahgunaan dana desa
di Kabupaten Kepulauan Talaud secara umum dan di Desa Mamahan Barat
secara khusus melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan serta tindakan
penjatuhan sanksi. Upaya preventif terhadap penyalahgunaan dana desa
Mamahan Barat berupa pengawasan telah dilakukan oleh Camat dan Dinas
Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat (DP3APMD) Kabupaten Kepulauan Talaud melalui pembinaan

dan pengawasan.

B. Saran

1. Pemerintah Desa kiranya melakukan pengelolaan dana desa dengan baik
dan bertanggung jawab karena dana desa sangat penting dalam upaya
memberdayakan masyarakat dan membangun desa.

2. Para Camat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat kiranya lebih meningkatkan upaya pembinaan
dan pengawasan pengelolaan dana desa agar tidak terjadi lagi
penyalahgunaan dana desa sebagaimana yang terjadi di Desa Mamahan
Barat Kecamatan Gemeh.

3. Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kiranya
lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan dana desa dan sedapat
mungkin dalam setahun minimal dua kali melakukan pengawasan agar
tingkat kepatuhan pemerintah desa dalam mengelola dana desa semakin

meningkat dan penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir.
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